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PARMOUT, MERCUSUAR -
Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi
kini melakukan pengumpulan
bahan keterangan (Pulbaket)
terkait proyek pembangunan ge-
dung pelayanan KTP pada dinas
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil (Dukcapil) Kabupaten Parigi
Moutong (Parmout).

Hal itu diakui Kasi Pidsus Kejari
Parigi, Samsul Bahari, Rabu
(18/12/2013). Katanya, hal itu
dilakukan karena dinas yang ber-
sangkuta diduga menyalahi Perpres
Nomor 70 tahun 2012 tentang pen-
gadaan barang dan jasa. Lanjutnya,
belum lama ini ia bahkan bersama
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Parigi, Widagdo meninjau langsung
kondisi terakhir pemb&ngunan
tersebut. ‘

Setelah itu, pihaknya kemudian
berkoordinasi dengan sejumlah
pihak. Bahkan Kejari Parigi juga
sudah meminta penjelasan Kadis
Dukcapil Parmout, Tuti Hamid dan
Kepala Bidang (Kabid) Informasi
dan Kependudukan (Infoduk),
Samsu Nadjamudin.

“Dari pengakuan kadis, ia men-
gaky proyek tersebut sudah dik-
erjakan lebih awal sebelum diang-
garkan. Alasannya karena gedung
itu segera digunakan. Pasalnya,

tempat pelayanan KTP sudah mem- -

bludak. Tidak mampu lagi menam-
pung masyarakat yang mengurus
KTP. Katanya yang mengetahui
persis proyek tersebut adalah
Kabid Infoduk, Samsu Nadjamudin.

Sebab melekat di bidang itu,” jelas

Samsul.

Menurutnya, Samsu Nadjamudin
pun mengaku proyek itu sudah
dikerjakan lebih awal, tapi belum
dianggarkan. Alasanyaama den-
gan keterangan kadis. Pihak Kejari

. pun sempat menduga jika PPK

dalam proyek itu adalah Samsu
Nadjamudin. Ternyata, berdasarkan
keterangan Samsu Nadjamudin, PPK
proyek adalah Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di Dinas Pekerjaan Umum
(PU) Parmout. “Kami masih mem-
pelajari fisik bangunannya, nanti
dilihat perkembangannya,” jelasnya.
Sejak awal, oknum kadis dan kabid
sudah saling tuding terkait proyek
dengan anggaran sekitar Rp197
juta tersebut. Di sisi lain, Kapolres
Parmout, AKBP Novia Jaya belum
lama ini mengaku tengah menda-
lami kasus tersebut. Tia
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Sebelum menuju mobil
tahanan, salah satu tersang-

ka yang dicegat wartawan,

-Sabran pun mengakui bah-
wa pengadaan pakaian ba-
tik sebanyak 5.600 lembar
untuk PNS di Kabupaten

kapnya kepada media ini.
David menerangkan,
dalam pengerjaan pen-
gadaan batik tersebut jika
dianggap melanggar dan
menjadikannnya sebagai
tersangka sebenarnya salah
sasaran. Sebab dalam rin-
cian pengeluaran anggaran
sebesar Rp1,9 miliar yang
dilakukannya sudah sesuai
peruntukkan. “Misalnya
saat pesanan kain batik di
Pekalongan sebanyak dela-
panbelasribumeter dengan
harga Rp62.500 permeter.
Sehingga totalnya sebesar
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Rp1,125 miliar. Dari harga
pembelian tersebut: tentu-
nya saya jual sekitar Rp70
ribu permeter ke Pemda,
karena saya berhitung juga
biaya transfer dari pahrik,”
tuturnya.

Sebagai pelaksana
pihaknya mengaku diar-
ahkan untuk berhubungan
dengan pabrik yang be-
rada di Pekalongan. “Terus
terang, tempat pemesanan

‘batik itu awalnya saya tidak

tahu, tetapi karena ada
arahan dari pihak terkait

sehingga pesanan barang
berjalan mulus. Saya ini
seperti sapi yang diikat
dileher, kemana saja menu-
rut,” beber David.

Ia mengatakan, selain
pembelian kain senilai
Rp1,125 miliar itu angga-
ran yang masih harus dike-
luarkannya sebesar kurang
lebih Rp400 juta berupa

upah jahit senilai Rp65
ribu perlembar. “Belum
PPN dan PPH. Selain bayar
pajak, saya juga disuruh
mengembalikan uang ke
negara karena pengadaan
batik itu ada temuan BPKP.
Terus terang, saya malah
rugi. Pak Sudianto, mantan
Kajari Tolitoli juga sudah -
tahu,” tuturnya. Lan
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